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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik ragam bahasa hukum ditinjau 
dari unsur kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian dalam teks 
Qanun Aceh. Sumber data penelitian ini adalah 5 teks Qanun Aceh. Data penelitian 
ini adalah bagian-bagian teks Qanun Aceh yang memiliki karakteristik ragam bahasa 
hukum yang meliputi kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif.  Data 
dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 
karakteristik ragam bahasa hukum yang terdapat dalam teks Qanun Aceh sudah sesuai 
aspek kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian. Namun, hasil 
penelitian ini juga menunjukkan terdapat beberapa teks Qanun Aceh yang belum sesuai 
dengan karakteristik ragam bahasa hukum secara sempurna. Terdapat beberapa teks 
Qanun Aceh yang belum jelas maknanya, tidak lugas, tidak padu, dan belum menggu-
nakan aspek keresmian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, ketidaksesuaian 
unsur karakteristik ragam bahasa hukum yang belum sempurna banyak ditemui pada 
aspek keresmian khususnya pada penggunaan bahasa baku dan ejaan.   .

Kata kunci: Ragam Bahasa Hukum, Qanun Aceh

ABSTRACT

This research aims to describe the variety of legal languages viewed from the meaning clarity 
element, cohesiveness of mind, simplicity, formality in the text of Aceh Qanun. The sources 
of this research data are 5 texts of Aceh Qanun. The data of this research are parts of Aceh 
Qanun texts which have characteristic of legal languages that include meaning clarity, co-
hesiveness, simplicity, and formality. This research uses descriptive-qualitative. The data of 
this research is collected through documentation technique. Data analysis technique used 
in this research is qualitative. The results of this research show that the characteristic of 
legal language varieties providing in the Aceh Qanun texts have applied the aspects of mean-
ing clarity, cohesiveness of mind, simplicity, formality. Yet, The results of this research also 
show that there are some of Aceh Qanun texts which are unclear in their meaning, cohesive-
ness, simplicity, and did not use formality aspect. This research also shows that the use of 
characteristic of legal language varieties much unfulfilled the elements found on formality 
aspects especially in the use of standard language and spelling. 

Keywords: Variety of Legal Languages, Aceh Qanun.
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Pendahuluan
Bahasa Indonesia merupakan bahasa 
yang wajib digunakan dalam dokumen-
dokumen resmi negara. Pemakaian baha-
sa Indonesia dalam dokumen resmi neg-
ara diatur dalam Undang-Undang Nomor 
24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa 
dan lambang negara dalam Pasal 27 yaitu: 
bahasa Indonesia wajib digunakan dalam 
dokumen resmi negara. Dokumen resmi 
negara meliputi surat keputusan, surat 
berharga, ijazah, surat keterangan, surat 
identitas diri, akta jual beli, surat perjan-
jian, dan putusan pengadilan.

Penelitian ini berkenaan dengan kara-
kteristik ragam bahasa hukum dalam  Qa-
nun Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bagaimanakah karakter-
istik ragam bahasa hukum dalam teks Qa-
nun Aceh. Hal ini disebabkan oleh bahasa 
yang digunakan dalam teks Qanun Aceh 
merupakan bahasa Indonesia dan di dalam-
nya menggunakan ragam bahasa hukum. 

Karakteristik ragam bahasa hu-
kum dalam teks hukum merupakan ha-
sil muyswarah dan kesepakatan antara 
badan hukum dan instansi terkait yang 
dibuat dalam bentuk tulisan. Dengan per-
kataan lain, bahasa hukum ragam baha-
sa tulis yang terdapat dalam teks qanun 
tidak  dipengaruhi oleh faktor geografis 
penentu atau penulis teks qanun tersebut. 

Teks hukum yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah Qanun  Aceh. Qanun 
Provinsi Aceh adalah peraturan daerah 
Aceh. Qanun dibentuk oleh DPRD Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam dan disah-
kanoleh Kepala Daerah setelah mendapat-
kan persetujuan bersama. Ketentuan ini 
mengikuti rumusan Pasal 20 ayat (1) dan 
(2) UUD 1945 amandemen pertama yang 
berisi : Dewan Perwakilan Rakyat meme-
gang kekuasaan membentuk Undang-Un-
dang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan 
Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama. Dengan demikian qanun meru-
pakan peraturan perundang-undangan di 
daerah yang dibuat untuk menyelengga-
rakan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh 
dan merupakan bagian yang tak terpisah-
kan dari kesatuan sistem perundang-un-
dangan nasional.

Substansi Undang-undang Nomor 18 
Tahun 2001 Pasal 31 dalam ayat (1) din-
yatakan bahwa “Ketentuan pelaksanaan 
Undang-undang ini yang menyangkut ke-
wenangan pemerintah ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah,” sedang dalam ayat 
(2) dinyatakan bahwa “Ketentuan pelaksa-
naan Undang-undang ini yang menyang-
kut kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh 
ditetapkan dengan Qanun Provinsi Aceh.” 
Pengertian qanun, dalam Pasal 1 angka 8 
dinyatakan “Qanun Provinsi Aceh adalah 
peraturan daerah sebagai pelaksanaan 
undang-undang di wilayah Provinsi Aceh 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi 
khusus”. Dari ketentuan ini terlihat bahwa 
Qanun Provinsi Aceh (untuk selanjutnya di 
sebut Qanun Aceh) adalah peraturan un-
tuk melaksanakan otonomi khusus dalam 
hal yang menjadi kewenangan pemerintah 
provinsi. Dengan demikian, walaupun dari 
satu segi qanun adalah peraturan daerah, 
tetapi dari segi lain qanun tidak tunduk ke-
pada peraturan pemerintah karena qanun 
berada langsung di bawah undang-undang. 

  Beberapa qanun provinsi Aceh yai-
tu,  Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
hukum Jinayat, Qanun Nomor 8 Tahun 
2014 tentang pokok-pokok syariat islam, 
Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang pe-
nyelesaian kerugian Pemerintah Aceh, Qa-
nun Nomor 6 Tahun 2015 tentang badan 
reintegrasi Aceh, Qanun Nomor 8 Tahun 
2015 tentang pembinaan Aqidah, Qanun 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang anggaran 
pendapatan dan belanja Aceh tahun 2016, 
Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedo-
man pemeliharaan kerukukan umat be-
ragama dan pendirian tempat ibadah, dan 
Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang peny-
elenggaraan pemilihan umum dan pemili-
han di Aceh. 

Ditinjau dari segi karakteristik ragam 
bahasa hukum, ragam bahasa hukum me-
miliki empat karakteristik sebagai penanda 
kekhususannya kalimat bahasa Indonesia 
yang digunakan dalam ragam bahasa hu-
kum. Klasifikasi karakteristik ragam ba-
hasa hukum yang dimaksud adalah kejela-
san makna, kapaduan pikiran, kelugasan, 
dan keresmian. Karakteristik inilah yang 
dipertahankan di dalam bahasa hukum 
untuk menandakan perbedaannya serta 
menguatkan suatu keputusan (Nasution 
dan Warjiyati, 2001:59-70). Karakteristik 
inilah yang seharusnya diperhatikan oleh 
pengambil dan pembuat keputusan sebe-
lum sebuah teks hukum diterbitkan dan 
disahkan penggunaannya. Namun, masih 
ada beberapa keputusan dalam teks belum 
seutuhnya memuat empat karakteristik 
bahasa hukum tersebut. 
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Ragam bahasa merupakan variasi 
bahasa menurut pemakaian, berbeda-
beda menurut topik tertentu, hubungan 
pembicara dengan lawan bicara, orang 
yang dibicarakan, serta media pembicara. 
Ragam bahasa berdasarkan topik pembi-
caraan mengacu pada penggunaan baha-
sa dalam hal dan bidang tertentu, seperti 
bidang pemerintahan, kesusastraan, dan 
jurnalistik. Berdasarkan hubungan pem-
bicara dengan lawan bicara ragam bahasa 
dapat dikategorikan dalam situasi formal 
atau informal. Ragam bahasa lisan dan 
tulis merupakan variasi bahasa yang di-
kategorikan berdasarkan media pembi-
caraan ( Nasucha, dkk., 2010:11). Nababan 
(1993: 13) menyebutkan bahwa ragam ba-
hasa adalah perbedaan-perbedaan bahasa 
yang timbul karena aspek dasar bahasa, 
yaitu bentuk dan maknanya yang menun-
jukkan perbedaan kecil atau besar antara 
penutur yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Chaer dan Agustina (2004:62) 
ragam bahasa adalah keragaman bahasa 
yang disebabkan oleh adanya kegiatan-
kegiatan interaksi sosial yang dilakukan 
oleh masyarakat atau kelompok masyara-
kat yang sangat beragam dan dikarena-
kan oleh para penuturnya yang tidak ho-
mogen.  Prinsip utama dari ragam bahasa 
ini adalah penutur tidak selalu berbicara 
dalam cara yang sama untuk semua peris-
tiwa atau kejadian. Hal ini menunjukkan 
bahwa penutur memiliki alternatif atau 
pilihan gaya berbicara dengan cara yang 
berbeda dalam situasi yang berbeda. Cara 
berbicara yang berbeda ini mampu menim-
bulkan makna sosial yang berbeda. Jadi, 
dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa 
adalah variasi bahasa  yang pemakaiannya 
disesuaikan dengan fungsi dan situasinya 
dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah 
pokok dalam bahasa yang dimaksud dan 
sampai saat ini masih berlaku. Hal ini dise-
babkan oleh ragam bahasa terjadi sebagai 
akibat dari adanya keragaman sosial dan 
keragaman fungsi bahasa.

Ragam bahasa tidak serta merta ter-
jadi dengan sendirinya. Ada beberapa fak-
tor penyebab terjadinya keragaman dalam 
bahasa. Beberapa penyebab adanya ker-
agaman bahasa sebagai berikut.
(1) Interferensi

Interferensi adalah masuknya unsur 
serapan ke dalam bahasa lain yang 
bersifat melanggar kaidah gramatika 
bahasa yang menyerap. Chaer dan Agus-

tina (2004:66) memberikan batasan 
bahwa interferensi adalah terbawa ma-
suknya unsur bahasa lain ke dalam ba-
hasa yang sedang digunakan,sehingga 
tampak adanya penyimpangan kaidah 
dari bahasa yang digunakan tersebut. 
Bahasa daerah menjadi proporsi utama 
dalam komunikasi resmi, sehingga rasa 
cinta terhadap bahasa nasional terka-
lahkan oleh bahasa daerah.
 Menurut Alwi, dkk. (2003:9) me-
nyatakan bahwa banyaknya unsur 
pungutan dari bahasa asing, misalnya 
pemerkayaan bahasa Indonesia, tetapi 
masuknya unsur pungutan bahasa 
Inggris oleh sebagian orang dianggap 
pencemaran keaslian dan kemurnian 
bahasa kita. Hal tersebut yang menjadi 
sebab adanya interferensi. Selain ba-
hasa daerah, bahasa asing bagi seba-
gian kecil orang Indonesia ditempatkan 
diatas bahasa Indonesia. Penggunaan 
bahasa asing di ruang umum telah 
menjadi kebiasaan buruk yang tidak 
terelakkan lagi. Hal tersebut mengaki-
batkan lunturnya bahasa dan budaya 
Indonesia yang secara perlahan tetapi 
pasti telah menjadi bahasa primadona. 
Tindakan yang seharusnya dilakukan 
adalah meletakkan bahasa asing di 
bawah bahasa Indonesia. Misalnya ma-
syarakat lebih cenderung menggunak-
an kata exit untuk keluar, push untuk 
dorong, dan open untuk buka.

(2) Integrasi
Faktor lain yang menyebabkan ter-
jadinya ragam bahasa adalah inte-
grasi. Menurut Chaer dan Agustina 
(2004:67), integrasi adalah unsur-un-
sur dari bahasa lain yang terbawa ma-
suk dan sudah dianggap, diperlukan 
dan di pakai sebagai bagian dari ba-
hasa yang menerima atau yang mema-
sukinya. Proses integrasi ini tentunya 
memerlukan waktu yang cukup lama, 
sebab unsur yang berintegrasi itu telah 
di sesuaikan, baik lafalnya, ejaannya, 
maupun tata bentuknya. 

(3) Alih Kode dan Campur Kode
Chaer dan Agustina (2004:67) me-
nyatakan bahwa alih kode adalah bera-
lihnya suatu kode (entah bahasa atau 
ragam bahasa tertentu) ke dalam kode 
yang lain (bahasa lain). Campur kode 
adalah dua kode atau lebih di gunakan 
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bersama tanpa alasan, dan biasanya 
terjadi dalam situasi santai (Chaer dan 
Agustina, 2004:69). Diantara dua ge-
jala bahasa itu, baik alih kode maupun 
campur kode gejala yang sering meru-
sak bahasa Indonesia adalah campur 
kode. Biasanya dalam berbicara meng-
gunakan bahasa Indonesia dicampur-
kan dengan unsur-unsur bahasa dae-
rah, begitu juga sebaliknya. 

(4) Bahasa Gaul 
Bahasa gaul merupakan salah satu 
variasi dari bahasa Indonesia sebagai 
bahasa untuk pergaulan. Istilah ini 
mulai muncul pada akhir tahun 1980-
an. Pada saat itu bahasa gaul dikenal 
sebagai bahasanya para anak jalanan. 
Contoh penggunaan bahasa gaul mis-
alnya Ayah (Bokap), Ibu (Nyokap), Lo 
(kamu), dan lain-lain.

Sugono (2009: 11) menjelaskan bah-
wa ada tiga kriteria utama yang harus di-
perhatikan dalam ragam bahasa yakni (1) 
media yang digunakan, (2) latar belakang 
penutur, (3) pokok permasalahan yang 
dibicarakan. Terkait dengan penggunaan 
media, ragam bahasa dibedakan menjadi 
ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tu-
lis. Terkait dengan hal-hal yang melatar-
belakangi penutur, ragam bahasa dibeda-
kan menjadi ragam dialek, ragam bahasa 
terpelajar, ragam bahasan resmi, dan ra-
gam bahasa tak resmi. Pokok permasala-
han yang dibicarakan juga menentukan 
keragaman bahasa yakni ragam bahasa 
berdasarkan bidang-bidang ilmu, teknolo-
gi, dan seni. Bidang ilmu, teknologi, dan 
seni  yang dimaksud misalnya ragam ilmu 
bahasa, ragam bahasa jurnalistik, ragam 
bahasa niaga, ragam bahasa sastra, dan 
ragam bahasa hukum.

Berdasarkan topik pembicaraan ra-
gam bahasa dapat dibagi menjadi beberapa 
jenis. Topik permasalahan yang dibicara-
kan juga menentukan keragaman bahasa 
yakni ragam bahasa berdasarkan bidang-
bidang ilmu, teknologi, dan seni. Bidang 
ilmu, teknologi, dan seni  yang dimaksud 
misalnya ragam ilmu bahasa, ragam baha-
sa jurnalistik, ragam bahasa niaga, ragam 
bahasa sastra, dan ragam bahasa hukum.

Ragam bahasa hukum adalah ragam 
bahasa yang digunakan dalam ranah hu-
kum yang sesuai dengan perundang-un-
dangan. Hadikusuma (2013:2) mengung-

kapkan bahwa bahasa hukum merupakan 
bahasa yang pemakaiannya di dalam bi-
dang hukum, mengingat fungsinya memi-
liki karakteristik tersendiri. Oleh karena 
itu, bahasa hukum Indonesia haruslah 
memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kai-
dah bahasa Indonesia. Syarat-syarat dan 
kaidah-kaidah penggunaan bahasa hu-
kum sama halnya dengan syarat dan kai-
dah bahasa Indonesia pada umumnya.

Ragam bahasa hukum merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari baha-
sa Indonesia. Hal ini disebabkan bahasa 
Indonesia merupakan bahasa resmi dan 
bahasa hukum digunakan untuk menu-
lis atau mengomunikasikan fungsi-fung-
si yang terdapat dalam hukum. Adapun 
fungsi bahasa hukum di antaranya; seb-
agai pengatur pergaulan hidup berbagai 
masyarakat, penjaga ketertiban, maupun 
untuk menyelesaikan sengketa di tengah-
tengah masyarakat.  Nasution dan Warji-
yati (2001: 71) mengelompokkan fungsi ra-
gam bahasa hukum menjadi tiga kelompok 
besar yaitu fungsi simbolik, funsi emotif, 
dan fungsi afektif. Sebagai alat komunika-
si fungsi simbolik ragam bahasa hukum 
untung mengomunikasikan gagasan atau 
ide pemikiran. Fungsi afektif dalam ragam 
bahasa hukum berkaitan erat dengan si-
kap. Fungsi afektif bertujuan untuk men-
gubah dan mengembangkan kepribadian 
masyarakat agar menaati hukum, menin-
gkatkan kesadaran hukum  serta bersikap 
sesuai hukum yang berlaku.

Substansi hukum, baik berupa 
produk hukum atau putusan hukum ha-
rus dirumuskan dengan benar dan hati-
hati, kesalahan perumusan dapat beraki-
bat fatal bagi yang ditujunya, Matanggui 
(2013:7) menyatakan bahwa hukum/
produk hukum dan perundang-undangan 
yang mengatur berbagai aspek kehidupan 
masyarakat harus disusun secara baik 
dan benar, termasuk penggunaan kalimat 
yang baku, efektif, tidak bertele-tele, tidak 
berbelit-belit, dan tidak ambigu. Makna 
dari isi hukum dan/atau produk hukum 
yang ingin disampaikan juga harus jelas, 
tepat sasaran dan tidak samar-samar agar 
dapat memudahkan penerapan dan pema-
haman hukum tersebut. 

Karakteristik ragam bahasa hukum 
Indonesia pada dasarnya terletak pada 
istilah-istilah, komposisi dan gaya bahasa 
yang khas serta memiliki kandungan arti 
yang khusus. Hadikusuma (2013:3) me-
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nyebutkan bahwa ragam bahasa hukum 
merupakan bahasa peraturan atau aturan 
yang memiliki tujuan untuk mewujudkan 
ketertiban dan keadilan, untuk memper-
tahankan kepentingan umum dan kepent-
ingan pribadi dalam masyarakat.

 Bahasa Indonesia yang digunakan 
untuk bidang hukum dan peraturan perun-
dang-undangan memuat istilah, gaya peny-
ajian yang khas, masuk akal, tidak bermak-
na ganda, jelas, lugas (tidak mengandung 
majas), tepat, dan benar agar terjadi kepas-
tian hukum. Matanggui (2013:2) menyebut-
kan bahwa Bahasa Indonesia untuk bidang 
hukum serta peraturan perundang-undan-
gan memiliki ciri-ciri komposisi tersendiri. 
Dengan demikian, meskipun ragam bahasa 
hukum merupakan bagian dari bahasa In-
donesia, ragam bahasa hukum memiliki ciri 
khusus tersendiri. 

Ragam bahasa hukum dicirikan 
oleh empat karakteristik yang dapat dik-
lasifikasikan sebagai berikut; kejelasan 
makna, kapaduan pikiran, kelugasan, 
dan keresmian. Karakteristik inilah yang 
dipertahankan di dalam bahasa hukum 
untuk menandakan perbedaannya serta 
menguatkan suatu keputusan (Nasution 
dan Warjiyati, 2001:59-70). 

Salah satu faktor penyebab lemahnya 
ragam bahasa hukum ialah penggunaan 
kalimat yang terlalu panjang dan sukar 
dimengerti sehingga tidak mencerminkan 
bahasa yang bersifat keilmuan, karena ti-
dak mengandung ciri-ciri bahasa ilmiah. 
Gagasan dan ungkapan yang disampai-
kan menuntut kejelasan dalam pemilihan 
kata maupun kalimat, sehigga tidak me-
nimbulkan multitafsir. Rumusan perbua-
tan pidana dan/atau produk hukum ha-
rus memuat bahasa yang jelas, sehingga 
tidak mengandung multitafsir (Nasution 
dan Warjiyati, 2001:59).

Multitafsir terjadi karena adanya hal-
hal yang dapat ditafsirkan berbeda oleh 
beberapa orang. Penulisan bahasa hukum 
yang multitafsir dapat diakibatkan oleh 
kurang perhatiannya terhadap kaidah-kai-
dah penggunaan bahasa Indonesia yang 
berlaku. Oleh karena itu, penyusunan kali-
mat tentang bahasa hukum harus cermat, 
sehingga dapat dimengerti dan dipahami 
oleh si penerima. Berikut adalah contoh 
cuplikan pasal 10 UU No 31 tahun 2014 
“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau 
Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, 
baik pidana maupun perdata atas kesak-

sian dan/atau laporan yang akan, sedang, 
atau telah diberikannya,kecuali kesaksian 
atau laporan tersebut diberikan tidak den-
gan iktikad baik.” Dalam pasal tersebut 
maknanya jelas dan tidak menimbulkan 
penafsiran yang berbeda, intinya tidak bo-
leh ada tuntutan selama proses pemberian 
keterangan yang bersifat tidak provokatif. 

Kepaduan pikiran dalam ragam ba-
hasa hukum dapat tercerimin dari penyu-
sunan bahasanya. Bahasa hukum sebagai 
bahasa ilmiah mengandung kepaduan piki-
ran dalam perumusan kalimat-kalimatnya. 
Perumusan kalimat yang dimaksud adalah 
kebulatan dari unsur-unsur yang menun-
jukkan pertautan yang jelas, kelugasan 
dalam gaya yang dinyatakan dengan corak 
diskriptif dan analitis. Ketentuan-ketentu-
an hukum yang ditulis di dalam peraturan 
perundang-undangan adakalanya meru-
pakan terjemahan dari konsep dan kalimat 
yang terdapat di dalam bahasa asing ban-
yak mengandung pengertian yang berbeda 
(Nasution 1998:59-70).  

Ragam bahasa hukum sebagai baha-
sa ilmiah harusnya disusun secara cermat 
dan tepat, sehingga mempunyai kesatuan 
makna yang jelas atau tidak bertentan-
gan satu sama lain, misalnya dalam su-
rat keputusan atau perundang-undangan 
antara perkara dan sanksi harus ber-
sesuaian. Pada pelaksanaannya tidak me-
nimbulkan berbagai interpretasi di kalan-
gan masyarakat.

Ragam bahasa hukum pada dasarnya 
tidak terlepas dari tata bahasa, ilmu asal-
usul kata, arti kata maupun ilmu tentang 
kalimat dari bahasa Indonesia. Adapun be-
berapa pendekatan yang mewakili kelugas-
an pemakaian bahasa dalam penetapan 
norma-norma hukum. Pendekatan tersebut 
yaitu, pertama; penekanan dari sudut ba-
hasa, yaitu harus dipahami kaidah-kaidah 
bahasa yang baik dan benar, sehingga se-
tiap kata dan kalimat mempunyai penger-
tian yang jelas, runtut dan mudah dipaha-
mi. Kedua; pendekatan dari sudut hukum 
yang dibicarakan memahami dengan ses-
ungguhnya pokok substansi hukum yang 
dibicarakan menyangkut berbagai fenom-
ena masyarakat, ketiga; pendekatan dari 
segi psikologi massa, yaitu perlu diketahui 
dengan siapa hukum itu dibicarakan atau 
dengan kata lain harus dilihat dan dinilai 
apakah orang yang menerima komunikasi 
tersebut memahami apa yang dibicarakan 
(Nasution dan Warjiyati, 2001:68).



188 Master Bahasa Vol. 6 No. 2; Mei 2018:183−194

Bahasa Indonesia dalam perundang-
undangan menggunakan bahasa Indone-
sia ragam bahasa hukum. Ragam bahasa 
hukum yang digunakan seyogianya meru-
pakan bahasa resmi pada kata-katanya 
dan susunan kalimatnya terbentuk dari 
kata-kata yang sudah dibakukan dalam 
bahasa Indonesia. Ragam bahasa hukum 
tidak dapat terlepas dari bahasa Indonesia, 
mengingat bahasa hukum merupakan ba-
hasa yang khusus, bahasa hukum mem-
punyai keresmian dalam gaya bahasanya.

Berkaitan dengan keresmian, baha-
sa yang digunakan dalam ragam bahasa 
hukum adalah bahasa baku. Alwi dkk. 
(2003) menyatakan bahwa ragam bahasa 
baku merupakan ragam bahasa yang di-
gunakan oleh orang yang berpendidikan 
atau digunakan dalam dunia pendidikan. 
Ragam baku juga diajarkan karena sudah 
memenuhi kaidah-kaidah kebahasaan se-
cara lengkap. Bahasa baku adalah baha-
sa yang sudah sesuai dengan ejaan yang 
berlaku. Bahasa baku memiliki ciri-ciri 
khusus yang membedakannya dengan ba-
hasa nonbaku. Sumarsono dan Partana 
(2002:35) merumuskan ciri-ciri ragam ba-
hasa baku sebagai berikut; jumlah penu-
tur sedikit, lebih sering diajarkan kepada 
penutur lain,  dapat dipahami oleh ma-
syarakat luas, digunakan oleh kalangan 
terpelajar, cendekiawan, serta ilmuan, dan 
bahasanya konsisten.

Peraturan daerah adalah peraturan-
peraturan yang dibuat oleh pemerintah 
setempat dan berfungsi untuk melak-
sanakan peraturan lain yang derajatnya 
lebih tingggi diatas peraturan daerah. 
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pas-
al 18 ; Pembagian daerah Indonesia atas 
daerah besar dan kecil, dengan bentuk su-
sunan pemerintahannya ditetapkan den-
gan undang-undang, dengan memandang 
dan mengingati dasar permusyawaratan 
dalam sistem pemerintahan negara, dan 
hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah 
yang bersifat istimewa. Peraturan daerah 
merupakan bentuk dari pemberian ke-
wenangan kepada pemerintah daerah oleh 
pemerintah pusat. 

Secara umum, peraturan daerah 
dibagi dalam dua bentuk yakni, peraturan 
daerah provinsi dan peraturan daerah ka-
bupaten/kota.   Peraturan daerah provin-
si berlaku di provinsi. Peraturan daerah 
provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi 
dengan persetujuan gubernur. Peraturan 

daerah kabupaten/kota berlaku di kabu-
paten/kota yang bersangkutan. Peraturan 
daerah dibentuk oleh DPRD kabupaten/
kota dengan persetujuan bupati/walikota.

Pembentukan peraturan daerah ha-
rus sesuai dengan mekanisme dan tata 
cara yang telah ditentukan. Ketentuan 
mengenai pembentukan peraturan daerah 
dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Pasal 136 tentang pemerin-
tahan daerah, sebagai berikut.
(1) peraturan daerah ditetapkan oleh ke-

pala daerah setelah mendapat persetu-
juan bersama DPRD;

(2) peraturan daerah dibentuk dalam 
rangka penyelenggaraaan otonomi dae-
rah provinsi/kabupaten/kota, dan tu-
gas pembantuan;

(3) peraturan daerah sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi 
dengan memperhatikan cirri khas ma-
sing-masing daerah;

(4) peraturan daerah sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) dilarang ber-
tentangan dengan kepentingan umum 
dan/atau peraturan perundang-un-
dangan yang lebih tinggi;

(5) peraturan daerah sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah 
diundangkan dalam lembaran daerah. 

Berkaitan dengan fungsinya dibawah 
undang-undang yang lebih tinggi, maka 
secara umum peraturan daerah memuat 
materi:
(1) hal-hal yang berhubungan dengan 

rumah tangga daerah dan organisasi 
pemerintah daerah;

(2) hal-hal yang berhubungan dengan tu-
gas dan pembantuan, dengan demiki-
an peraturan merupakan produk hu-
kum dari pemerintah daerah dalam 
rangka melaksanakan otonomi daerah. 
Melaksanakan hak dan kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus uru-
san rumah tangga sendiri sekaligus 
peraturan daerah merupakan legalitas 
untuk mendukung pemerintah provin-
si sebagai daerah otonom.

Indonesia terdiri dari beberapa 
provinsi, salah satunya Provinsi Aceh. 
Aceh merupakan salah satu provinsi yang 
memiliki status keistimewaan. Status 
keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi 
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Aceh berkaitan dengan otonomi khusus. 
Jasin ( 2016: 213) menyebutkan bahwa 
“Aceh mempunyai status otonomi khusus 
pada tahun 2001 melalui Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi 
khusus untuk Provinsi Aceh.

Sejalan dengan adanya otonomi khu-
sus, pemerintah Aceh juga menerapkan 
peraturan daerah yang dinamakan den-
gan qanun. Qanun adalah Undang-Un-
dang atau Peraturan atau kaidah yang 
telah disepakati bersama dan disahkan 
oleh pihak berwenang. Pada dasarnya qa-
nun tidak jauh berbeda denga peraturan 
daerah pada umumnya. Jasin ( 2016: 216) 
menyebutkan bahwa qanun terdiri dari 
dua jenis yaitu Qanun Aceh yang disah-
kan oleh Gubenur setelah adanya persetu-
juan dari DPRA dan Qanun kabupaten/
kota yang disahkan oleh Bupati/Walikota 
setelah adanya persetujuan dari DPRK.  
Secara umum materi muatan qanun sama 
dengan materi muatan peraturan daerah, 
dalam rangka penyelenggaraan Pemer-
intahan Aceh, pemerintahan kabupaten/
kota, dan penyelenggaraan tugas.

Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam peneli-
tian ini adalah pendekatan kualitatif. Penel-
itian kualitatif merupakan suatu penelitian 
yang bertujuan untuk mendeskripsikan 
dan menganalisis fenomena, peristiwa, ak-
tivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, 
pemikiran orang secara individual maupun 
kelompok-kelompok tertentu. Sukmadinata 
(2009:60) “penelitian kualitatif mempun-
yai dua tujuan yang paling utama, yaitu 
menggambarkan dan mengungkapkan (to 
describe and explore) dan menggambarkan 
dan menjelaskan ( to describe and explain). 
Penggambaran data penelitian adalah hal 
pokok dalam penelitian kualitatif dan dii-
kuti oleh penjelasan dari data penelitian 
tersebut.

Kajian kualitatif  sebagai  prose-
dur  penelitian  yang  menghasilkan  data  
deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  
lisan  dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati. Dalam melakukan penelitian 
kualitatif, peneliti tetap mempertimbangkan  
metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif  
merupakan  prosedur  yang  menghasilkan  
data  deskriptif  berupa  data  tertulis  atau  
lisan  di  masyarakat  bahasa.

Jenis penelitian yang digunakan un-
tuk  penelitian ini yaitu penelitian deskrip-

tif-kualitatif. Ibnu dkk. (2003: 8) menjelas-
kan bahwa penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang analisis datanya hanya 
sampai variabel satu demi satu. Deskripsi 
merupakan pemerian (penyandraan) se-
cara sistematik dan faktual tentang sifat-
sifat populasi tertentu. Menurut Mahsun 
(2006:233) penelitian deskriptif fokusnya 
pada penunjukkan makna, deskripsi, pen-
jernihan, dan penempatan data pada kon-
teksnya masing-masing dan data tersebut 
dalam bentuk kata-kata. Tujuan penelitian 
deskriptif adalah untuk membuat pecan-
draan secara sistematis, faktual, dan aku-
rat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 
populasi atau daerah tertentu (Suryabra-
ta, 2012:75). Penggunaan jenis penelitian 
ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis data secara jelas sistematis 
menggenai karakteristik bahasa hukum 
dalam qanun Aceh.  

Sumber data penelitian ini adalah 
beberapa dokumen atau teks Qanun Aceh 
yang telah dipilih oleh peneliti yaitu, Qanun 
Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok 
syariat Islam, Qanun Nomor 8 Tahun 2015 
tentang pembinaan Aqidah, Qanun Nomor 
4 Tahun 2015 tentang penyelesaian keru-
gian pemerintah Aceh, Qanun Nomor 4 Ta-
hun 2016 tentang pedoman pemeliharaan 
kerukukan umat beragama dan pendirian 
tempat ibadah, dan Qanun Nomor 6 Tahun 
2016 tentang penyelenggaraan pemilihan 
umum dan pemilihan di Aceh. Data penel-
itian ini adalah bagian-bagian teks Qanun 
Aceh yang memiliki karakteristik ragam 
bahasa hukum.

Pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan teknik dokumentasi. Ibnu 
dkk (2003:96) menjelaskan bahwa teknik 
dokumentasi sangat tepat dan akurat di-
gunakan sebagai pengumpul data apabila 
informasi yang dikumpulkan bersumber 
dari dokumen: buku, jurnal, surat kabar, 
majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, 
daftar nilai, kartu hasil studi, transkrip, 
prasasti, dan yang sejenisnya. 

Dokumentasi adalah ditujukan un-
tuk peneliti memperoleh data langsung 
dari objek atau tempat penelitian. Objek 
atau tempat penelitian yang dimaksud me-
liputi buku-buku yang relevan, peraturan-
peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film 
dokumenter, atau data lainnya yang rel-
evan dengan penelitian. 

Langkah-langkah yang ditempuh 
dalam pengumpulan data penelitian 
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adalah sebagai berikut:
(1) membaca teks Qanun Aceh secara 

sungguh-sungguh;
(2) menabulasi/manandai bagian-bagian 

yang dijadikan data;
(3) mengklasifikasikan data sesuai den-

gan empat kelompok karakteristik ra-
gam bahasa hukum.

teknik analisis data yang digunak-
an adalah teknik kualitatif. Berdasarkan 
teknik kualitatif, langkah-langkah yang 
ditempuh dalam penganalisisan data 
penelitian adalah sebagai berikut:
(1) membaca data penelitian secara sung-

guh-sungguh;
(2) menganalisis data sesuai dengan em-

pat unsur karakteristik ragam bahasa 
hukum, menutut Nasution dan Warji-
yati (2001:59-70);

(3) membuat kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Ragam bahasa merupakan variasi bahasa 
yang digunakan untuk berbagai macam 
keperluan. Berdasarkan topik dan bidang 
ilmu yang dibicarakan ragam bahasa 
dapat terbagi dalam beberapa jenis salah 
satunya ragam bahasa hukum. Ragam ba-
hasa hukum adalah ragam bahasa yang 
digunakan dalam bidang hukum, misal-
nya untuk perundang-undangan, penga-
dilan, dan/atau produk hukum lainnya. 
Syarat utama yang harus dimiliki untuk 
penyusunan ragam bahasa hukum adalah 
kejelasan dan ketepatan pemakaian kata-
kata, baik penggunaan secara lisan mau-
pun bentuk tulis.

Ragam bahasa hukum memiliki 
karakteristik tersendiri.  Nasution dan Sri 
(2001:56-77) mengemukakan empat ciri 
utama dalam ragam bahasa hukum yai-
tu: kejelasan makna, kepaduan pikiran, 
kelugasan, dan keresmian. Dalam buku 
Nasution dan Warjiyati (2001:56-77) aspek 
keresmian ditempatkan diposisi terakhir. 
Jika ditinjau lebih konkrit penempatan 
aspek keresmian dapat diposisikan pada 
urutan nomor satu karena keresmian lebih 
diutamakan dalam ragam bahasa hukum.  

Aspek kejelasan makna dalam ragam 
bahasa hukum dapat dilihat dari gagasan 
dan ungkapan yang disampaikan menun-
tut kejelasan dalam pemilihan kata mau-
pun kalimat, sehigga tidak menimbulkan 
multitafsir. Kata-kata yang dipilih juga 
baku dan mudah dipahami oleh semua 

kalangan. Multitafsir terjadi karena adan-
ya hal-hal yang dapat ditafsirkan berbeda 
oleh beberapa orang. Penulisan ragam ba-
hasa hukum yang multitafsir dapat diaki-
batkan oleh kurang perhatiannya terha-
dap kaidah-kaidah penggunaan bahasa 
Indonesia yang berlaku. Aspek kepaduan 
pikiran dalam ragam bahasa hukum dapat 
tercerimin dari penyusunan bahasanya. 
Bahasa hukum sebagai bahasa ilmiah 
mengandung kepaduan pikiran dalam pe-
rumusan kalimat-kalimatnya. 

Unsur kelugasan dalam karakteris-
tik ragam bahasa hukum dapat tercermin 
dari penggunaan bahasa yang sederhana, 
tidak bertele-tela, singkat, dan jelas. aspek 
kelugasan sering kali sejalan dengan un-
sur kejelasan makna dan keresmian. Un-
sur keresmian dalam karakteristik ragam 
bahasa hukum dapat ditandai oleh peng-
gunaan bahasa resmi pada kata-kata dan 
susunan kalimatnya terbentuk dari kata-
kata yang sudah dibakukan dalam baha-
sa Indonesia. 

Setelah dilakukan analisis data sesuai 
dengan empat karakteristik ragam bahasa 
hukum. Sebahagian besar qanun yang di-
jadikan data dalam penelitian ini sudah 
memenuhi unsur karakteristik ragam ba-
hasa hukum. Beberapa data juga mewakili 
dua atau tiga karakteristik ragam bahasa 
hukum tersebut. Berikut adalah contoh 
data yang memenuhi dua unsur karakter-
istik ragam bahasa hukum sekaligus. 

(1) Setiap orang dilarang dengan sen-
gaja menuduh orang lain sebagai 
penganut atau penyebar aliran 
sesat.
(Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 
Pasal 7 ayat 5)

Setiap orang yang dimaksud adalah 
masyarakat yang berada dalam wilayah 
Aceh. Data (1) sudah memenuhi kriteria 
karakteristik ragam bahasa hukum yang 
khususnya unsur kejelasan makna, kelu-
gasan, dan keresmian. Bahasa yang digu-
nakan tidak rumit dan mudah dipahami 
oleh setiap kalangan.  Bahasa yang di-
gunakan tidak terlalu panjang dan tidak 
ambigu sehingga tidak multitafsir. Data 
(1) berisi tentang larangan menuduh se-
tiap orang khusunya masyarakat yang 
berada dalam wilayah Aceh dengan tudu-
han menganut dan menyebar aliran sesat. 
Menuduh yang dimaksud mengaju pada 
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pernyataan yang meyatakan orang lain se-
bagai sesat, pengikut atau penyebar aliran 
sesat dengan tanpa bukti dan tidak me-
lalui prosedur pelaporan yang benar. 

(2) Pengenaan ganti kerugian keuan-
gan dan Barang Milik Aceh ditetap-
kan dengan Keputusan Gubernur.
(Qanun Aceh No. 4 Tahun 2015 
Pasal 23 ayat 1)

Data (2) menggunakan kalimat yang 
sederhana dan mudah dimengerti. Kes-
ederhanaan sebuah kalimat dapat dilihat 
dari penggunaan kata-kata yang tidak 
mubazir dan tepat guna sehingga maknan-
ya jelas dan dapat dipahami secara meny-
eluruh. Data (2) sudah memenuhi unsur 
kejelasan makna dan unsur kelugasan 
yang merupakan salah satu karakteristik 
ragam bahasa hukum.

 Berikut ini merupakan contoh dari 
data yang memenuhi ketiga unsur karak-
teristik ragam bahasa hukum sekaligus. 

(3) Setiap instansi pemerintahan, peru-
sahaan, instansi swasta dan penye-
lenggara fasilitas umum wajib menye-
diakan sarana ibadah yang layak.
(Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014  
Pasal 14 ayat 9)

(4) Pernikahan harus menjamin per-
lindungan hak bagi suami, istri, 
dan anak.
(Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 
Pasal 17 ayat 2)

Bahasa baku pada hakikatnya su-
dah memenuhi unsur ejaan. Penggunaan 
ejaan yang sesuai dan tepat. Data (3) su-
dah memenuhi kriteria karakteristik ra-
gam bahasa hukum unsur kejelasan mak-
na, kelugasan, dan keresmian. Bahasa 
yang digunakan sudah ilmiah, sederhana, 
dan tidak bertele-tele. Ciri penggunaan 
bahasa ilmiah dapat dilihat dari penggu-
naan kata-kata dalam kalimat yang su-
dah menggunakan kata-kata baku. Peng-
gunaan bahasa ilmiah merupakan salah 
satu ciri penggunaan bahasa resmi. Data 
(3) berisi tentang kewajiban setiap instansi 
dan penyelenggara fasilitas umum untuk 
menyediakan sarana ibadah yang layak, 
misalnya kantor pemerintahan harus 
menyediakan tempat yang layak untuk 
melaksanakan ibadah bagi karyawannya.

Penggunaan huruf, dan tanda baca 
pada data (4) sudah sesuai dengan ejaan 
yang berlaku. Kalimat yang disajikan lu-
gas, sederhana serta mudah dicerna oleh 
semua kalangan. Merujuk kepada peng-
gunaan huruf dan tanda baca pada kali-
mat, kesederhanaan kalimat dan tidak ad-
anya makna yang ambigu, data (4) sudah 
memenuhi unsur karakteristik ragam ba-
hasa hukum khususnya unsur keresmian, 
kejelasan makna, dan kelugasan.

Berdasarkan beberapa contoh di atas 
dapat disimpulkan bahwa pada satu data 
yang sama dapat dianalisis berdasarkan 
unsur karakteristik ragam bahasa hukum 
yang berbeda. Terlihat bahwa ada data 
yang memiliki ciri karakteristik ragam ba-
hasa hukum dua atau 3 sekaligus.  

Setelah dilakukan analisis data, dite-
mukan juga data yang tidak memenuhi un-
sur karakteristik ragam bahasa hukum. 
Berikut ini contoh data yang tidak sesuai 
dengan karakteristik ragam bahasa hukum. 

(5) Dalam hal penyelenggaraan Pemili-
han Gubernur dan Wakil Gubernur 
dilaksanakan beririsan waktunya 
dengan penyelenggaraan Pemili-
han Bupati dan Wakil Bupati atau 
Walikota dan Wakil Walikota, Pan-
waslih Kabupaten/Kota menetap-
kan Panwaslih Kecamatan dalam 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
atau Walikota dan Wakil Waliko-
ta menjadi Panwaslih Kecamatan 
dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur.
(Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 
Pasal 52 ayat 2) 

Data (5) belum memenuhi unsur kara-
kteristik ragam bahasa hukum unsur kej-
elasan makna, dan keresmian. Pada data 
tersebut terdapat kata beririsan yang tidak 
terdapat dalam kamus bahasa Indonesia 
sehingga tidak diketahui makna yang di-
maksud dari kata tersebut. Dalam KBBI V 
(daring) terdapat kata irisan yang berarti 
potongan atau penampang. Jika dikaitkan 
pun dengan kata beririsan akan menjadi 
rancu. Patut diduga kata yang dimaksud 
mungkin kata beriringan yang berarti ber-
samaan pelaksanaannya.

(6)
a. Setiap anak di bawah umur  dila-

rang melakukan pernikahan.
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b. Anak di bawah umur yang  akan me-
nikah wajib  mendapatkan dispen-
sasi dari mahkamah syariah sebe-
lum  pernikahan dilangsungkan.
(Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 
Pasal 16 ayat 1 & 2)

 
Data (6) terlihat tidak konsisten 

dalam memberikan pernyataan. Pada bu-
tir (a) ditekankan bahwa setiap anak di 
bawah umur dilarang melakukan perni-
kahan. Hal ini berarti adanya larangan 
untuk melakukan pernikahan bagi anak 
di bawah umur. Sedangkan pada bu-
tir (b) pernyataan tentang anak dibawah 
umur yang akan melangsungkan per-
nikahan wajib mendapatkan dispensasi 
dari mahkamah syariah sebelum pernika-
han dilangsungkan. Dalam KBBI V (dar-
ing) dispensasi berarti pengecualian dari 
aturan karena adanya pertimbangan yang 
khusus; pembebasan dari suatu kewa-
jiban atau larangan. Hal ini berarti anak 
dibawah umur boleh melangsungkan per-
nikahan setelah mendapatkan dispensasi 
(keringanan/pengecualian) dari Mahka-
mah Syariah. Hal ini dapat menghilang-
kan fungsi qanun pada butir (a). Data (6) 
tidak konsisten dalam memberikan per-
nyataan  yang merupakan bukan ciri dari 
kepaduan pikiran. Adanya ketidakpaduan 
pada data tersebut. 

Pelanggaran atau kesalahan penera-
pan bahasa hukum ditemui banyak dalam 
unsur keresmian. Penggunaan kata yang 
tidak baku, dan ejaan yang belum sesuai 
dengan ejaan yang disempurnakan dan 
ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat 
ini (PUEBI). Berikut beberapa data yang 
melanggar karakteristik ragam bahasa 
hukum khususnya unsur keresmian.

(7)Syariat Islam mencakup seluruh 
aspek kehidupan masyarakat dan 
aparatur di Aceh yang pelaksa-
naannya meliputi: (a) Aqidah.
(Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014  
Pasal 2 ayat 1 butir a)

(8) Ruang lingkup Pembinaan dan 
Perlindungan Aqidah adalah se-
gala kegiatan, perbuatan, dan 
keadaan yang mengarah kepada 
upaya membina dan melindungi 
Aqidah.
(Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 
Pasal 2)

Data (7) dan (8)  menggunakan kata 
aqidah yang tidak baku. Sesuai dengan 
ketentuan bahasa ilmiah dan ragam ba-
hasa hukum kata atau kalimat yang digu-
nakan harus menggunakan bahasa baku. 
Kata baku yang dapat digunakan untuk 
mengantinya adalah akidah. Selain itu 
pada aqidah tersebut huruf awal a ditu-
lis dengan huruf kapital yang seharusnya 
ditulis dengan menggunakan huruf ke-
cil.  Pada data (8) juga memiliki kesalahan 
penggunaan huruf kapital. Data (8) pada 
frasa Pembinaan dan Perlindungan Aqidah 
yang seharusnya huruf awal ditulis den-
gan huruf kecil yaitu pembinaan dan per-
lindungan akidah.

Kesalahan lainnya juga terdapat 
pada penggunaan huruf kapital. Kesalah-
an penempatan huruf kapital juga banyak 
ditemui dalam data penelitian. Berikut 
ini contoh data yang menempatkan huruf 
kapital yang salah.

(1) Keputusan TP dikeluarkan oleh 
Gubernur dan pelaksanaannya 
dilakukan oleh Majelis Pertimban-
gan dan/atau TPKPA.
(Qanun Aceh No. 4 Tahun 2015 
Pasal 12 ayat 1)

Data (9) menjelaskan tentang tugas 
gubernur untuk mengeluarkan keputu-
san tuntutan perbendaharaan (TP) dan 
pelaksanaan dilakukan oleh Majelis Per-
timbangan dan/atau TPKPA. Tim Peny-
elesaian Kerugian Pemerintah Aceh yang 
disingkat TPKPA merupakan para peja-
bat yang ex-officio, ditunjuk, dan ditetap-
kan dengan keputusan Gubernur dalam 
menginventarisasi, menghitung kerugian 
daerah dan memberikan pertimbangan 
kepada Gubernur. Tuntutan perbendaha-
raan merupakan cara perhitungan terha-
dap bendahara selama masa tugasnya, 
jika terdapat kekurangan perbendaha-
ran maka bendahara yang bersangkutan 
berkewajiban untuk ganti rugi. Majelis 
pertimbangan bertugas dan terlibat 
dalam peyelesaian kerugian Pemerintah 
Aceh. Kata gubernur dalam data (9) meng-
gunakan huruf kapital pada huruf awal 
yang seharusnya dipakai adalah huruf 
kecil. Merujuk pada pedoman ejaan ba-
hasa Indonesia. Huruf kapital dipakai 
sebagai huruf pertama unsur nama ja-
batan dan pangkat yang diikuti nama 
orang atau yang dipakai sebagai peng-
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ganti nama orang tertentu, nama instan-
si, atau nama tempat. Misalnya Gubernur 
Aceh, Bupati Aceh Besar, dsb. Jadi, data 
(9) belum memenuhi unsur karakteristik 
ragam bahasa hukum. 

Terakhir, peneliti juga menemukan 
adanya kesalahan atau kekurangan peng-
gunaan tanda baca. Berikut ini contoh 
data yang kekurangan penggunaan tanda 
baca.

(2) Pengawasan Pemilihan di Aceh 
dilakukan oleh Panwaslih Aceh, 
Panwaslih Kabupaten/Kota, Pan-
waslih Kecamatan, PPL dan Pen-
gawas TPS.
(Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 
Pasal 36 ayat 1)

Keresmian juga dapat dilihat dari 
penggunaan tanda baca dalam kalimat. 
Penggunaan tanda baca yang salah dapat 
mengakibatkan kalimat tersebut tidak 
sesuai tuntutan ejaan. Data (10) menjelas-
kan tentang beberapa panitia yang bertu-
gas untuk mengawasi pemilihan di Aceh 
yakni Panwaslih Aceh, Panwaslih kabu-
paten, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan 
Pengawas TPS. Panitia Pengawas Pemili-
han Aceh yang disebut Panwaslih Aceh 
adalah panitia yang dibentuk oleh Bawas-
lu berdasarkan usulan DPRA yang bertu-
gas mengawasi penyelenggaraan Pemili-
han di Aceh. Panitia Pengawas Pemilihan 
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut 
Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia 
yang dibentuk oleh DPRK yang bertugas 
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di 
Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemili-
han Kecamatan yang selanjutnya disebut 
Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang 
dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota 
dan bertugas untuk mengawasi jalannya 
Pemilihan di wilayah kecamatan.  Penga-
was Pemilihan Lapangan yang disingkat 
PPL adalah pengawas yang dibentuk oleh 
Panwaslih Kecamatan untuk mengawasi 
Pemilihan di Gampong atau nama lain. 
Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang 
disebut Pengawas TPS adalah petugas 
yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan 
untuk mengawasi penyelenggaraan Pemil-
ihan di beberapa TPS di wilayah Gampong.  
Pada bagian rincian terdapat kekurangan 
penggunaan tanda baca (,) koma. Merujuk 
pada pedoman ejaan bahasa Indonesia, 
tanda koma digunakan untuk memisah-

kan rincian. Rincian yang seharusnya 
adalah Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabu-
paten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, 
dan Pengawas TPS. Berdasarkan bebera-
pa contoh data di atas dapat disimpulkan 
bahwa penerapan unsur karakteristik ra-
gam bahasa hukum masih kurang pada 
aspek keresmian.  

Penutup
Berdasarkan hasil penelitian tentang 
karakteristik ragam bahasa hukum dalam 
teks anun aceh dapat disimpulkan bahwa.
(1) karakteristik ragam bahasa hukum 

yang terdapat dalam teks Qanun Aceh 
sudah menerapkan aspek kejelasan 
makna, kepaduan pikiran, kelugasan, 
dan keresmian;

(2) terdapat beberapa data yang belum 
menerapkan unsur karakteristik ra-
gam bahasa hukum secara sempurna.  
Terdapat beberapa teks Qanun Aceh 
yang belum jelas maknanya, tidak lu-
gas, tidak padu, dan belum menggu-
nakan aspek keresmian;

(3) penggunaan unsur karakteristik ragam 
bahasa hukum yang belum sempurna 
banyak ditemui pada aspek keresmian 
khususnya pada penggunaan bahasa 
baku dan ejaan. 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilaksanakan, saran yang ingin disampai-
kan sebagai berikut.
(1) Penelitian ini masih bersifat sederhana 

karena hanya berpusat pada lima qa-
nun yang dipilih. Penelitian lanjutan 
perlu dilakukan untuk melihat secara 
lebih mendalam tentang aspek kara-
ktristik ragam bahasa hukum dalam 
teks Qanun Aceh dengan skala data 
yang lebih luas.

(2) Penyusunan dan/atau pembaharuan 
Qanun Aceh kedepan perlu memper-
hatikan unsur karakteristik ragam 
bahasa hukum. Karakteristik ragam 
bahasa hukum yang dimaksud adalah 
kejelasan makna, kepaduan pikiran, 
kelugasan, dan keresmian. 
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